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Abstrak : i salah satu faktor

d i berperan penting sebagai sa Penenty of, .
H;:mhun pidana kl:;ﬂmp:il menuntut penerapan nﬂﬂna-nor:na dalam Undap QLI;::I‘H&;
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 iy Pemiberanyg:

ndak Pidana ' adap ' harus mengindahy.
: : , terh suatu perkara korupsi yang gindahkgp g
;ir;sar hui;:um pim?s]’lemahaman para penegak hukum Maupun pembentyk undan Eﬂ?idlm
tentang delik korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 2 Tahup 200] ﬂk:rgI

beril pengaruh tersendiri terhadap efektivitas pemberantasan korups;, Yakn;
tidaknya perbedaan maupun kesamaan pemahaman terhadap asas dan teor; hukun ni

I
terhadap norma hukum dalam UU Nomor 31 Tauy yoo, o

pemahamﬂﬂ

NS0 it ST YT pada perbedaan cara pandang penanganan syqy, i
korupsi, khususnya tentang konsep delik korupsi dan kwnﬁ"f’ ajaran perbuatan Melaway
fukum yang dalam hal ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tapuyy | g, Jo. Uy
Nomor 20 Tahun 2001 dimana. pembentuk undang-undang merumuskgy g1, korupg
t delik formil. Hukum pidana modern dengan semangat progresif  myly
mengandalkan ajaran melawan hukum materiil menggunakan ukuran kepatutan perbuatay
dalam kehidupan bermasyarakat untuk menentukan ada tidaknya sifat Jahat perbuatan, s
: il justru menyangkal Karakerisik

korupsi itu sendiri yang amat menekankan pada pentingnya akibat yang timbul berypg
penambahan kekayaan pelaku korupsi secara tidak sah yang berasal dari sekior keuangan

Abstract

Public law related to corruption has a great role to reducing the corruption effectively,
However this needs norm in applying state law number 31 year 1999 Junco (undang-undang
no.13 tahun 1999, Jo). The state law number 20, years 2001 is referred to the bringing to an
end of the corruption, relating to corruption case which should observe basic rules of public
law. The public prosecutor has different view in understanding as well as in establishin o the
rules of corruption in state law number 3] year 1999 junc. The state law number 20 vear
2001 creates different view in dealing with corruption case especially in letting the law of
law which can pe Seen in paragraph 2 point 1 of act !mmbe:rj

oy ng the understanding to lqw of corruption as formal act r.'fu'(':
saracteristic of corruption by giving stress to the effect of deed 51:::J1r

OSperity to the cor "uptor by disturbing the economical condition °

o

Juli
Wawasan TRIDHARMA No. 12 Tahun XXV

Scanned with CamScanner



pendahuluan
A emberantasan korupsi melalui

preventif  maupun
pem xif  Yang sifatnya yuridis
an'ﬁ.ll‘idﬁ seyogianya di-
rempuh demi  terwujudnya
supremasi hukum. Hal ini me-
rupakan harapan masyarakat yaitu
semakin banyak terdakwa yang
diputus persalah oleh pengadilan
karena terbukti  korupsi disertai
pemidanaan yang pantas sesuai
rasa keadilan masyarakat dan
perdasarkan peraturan perundang-

mmapsaatfhmmunapa
yang telah disepakati  dan
i sebagai aturan hukum

bagian dari masalah itu sendiri.
Wujud konkrit tersebut secara
sederhana berupa putusan peng-
adilan yang berkualitas yakni suatu
putusan vyang peka terhadap
harapan masyarakat akan rasa
keadilan dengan memuat
pemidanaan yang pantas bagi
pelaku  korupsi  berdasarkan
peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Saat ini salah satu upaya
signifikan yang terus dijalani demi
terciptanya supremasi hukum ialah
pemenuhan  komitmen  pem-

menjadi pendobrak terefektif untuk
menciptakan kondisi hukum
nasional yang semakin baik.
Korupsi telah menjadi kejahatan
terbesar dan terparah sehingga
pulih tidaknya supremasi hukum
juga sangat dipengaruhi oleh
sukses  tidaknya  penegakkan
hukum pidana korupsi yang tentu
harus dilakukan secara tepat,
elegan dan berkesinambungan.
Pandangan masyarakat terhadap
supremasi hukum akan sulit
berubah selama praktik korupsi
masih saja berlangsung.

Maraknya  praktik
mengakibatkan kerugian besar
terhadap keuangan dan atau
perekonomian negara dan telah
melanggar hak sosial serta hak
ekonomi masyarakat sehingga
pembuat undang-undang (de
wetgever) melalui  Penjelasan
Umum Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi
(selanjutnya disingkat UU KPK)
memandang  korupsi  sebagai
kejahatan luar biasa yang pem-
berantasannya pun meng-haruskan
upaya yang luar biasa.

korupsi

., pidana korupsi, khususnya yang

tengah dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (selanjut-
nya disingkat KPK). Keseriusan
tersebut tampak gamblang ketika
KPK yang merupakan lembaga
negara dengan kewenangan besar
dalam pemberantasan  Kkorupsi
benar-benar menjalankan upaya
represif terhadap mereka yang
diduga kuat melakukan perbuatan
korupsi.

Keseriusan KPK tidak dapat
disangkal telah menimbulkan efek
takut terhadap para penyelenggara
negara agar tidak melakukan
praktik korupsi karena adanya
keyakinan yang berkembang dalam
masyarakat bahwa ketika suatu
korupsi ditangani  KPK
sangka yang diajukan ke

pengadilan  akan sulit  untuk

menolak isi dakwaan sehingga
dapat dipastikan terbuki bersalah
melakukan korupsi. Pemberantasan
korupsi  pun mendapat respon
positif dari masyarakat dikﬂrEﬂakEfn
stigma KPK yang sejauh ini masih
dianggap memiliki citra yang
bersih, independen dan bebas dan
pengaruh kekuasaan manapun.

Kenyataan lain telah pulf'a
menunjukkan bahwa tidak sedikit
para penyelenggara negara ter-
masuk di tingkat propinsi maupun
kabupaten/kota, baik yang berasal
dari kekuasaan legislatif maupun
eksekutif menjalani proses hukum
pidana karena diduga kuat telah
melakukan korupsi, termasuk juga
direksi Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah
(selanjutnya disingkat BUMN dan
BUMD). Tidak sedikit pula dari para
penyelenggara negara dan direksi
BUMN serta BUMD tersebut
akhirnya  di-nyatakan  terbukti
bersalah melakukan korupsi dan
dijatuhi pidana berdasarkan UU
Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU
Nomor 20 Tahun 2001.

Begitu ofensifnya penegakkan
hukum pidana korupsi saat ini
memang menunjukkan prinsip
equality before the law sebagai
prinsip hukum universal benar-
benar diwujudkan secara konkrit,
tidak hanya sekedar mitos belaka.
Banyaknya kepala daerah, baik
gubernur  maupun bupati atau
walikota, anggota DPRD, pimpinan
BUMN dan BUMD termasuk pula
mantan menteri yang dipidana
karena terbukti bersalah me-
lakukan korupsi dapat dijadikan
indikator untuk menyimpulkan ada
tidaknya penegakkan  prinsip
persamaan di depan hukum ter-
sebut. Efektivitas pemberantasan
korupsi juga di-pengaruhi oleh
faktor hukum pidana korupsi itu
sendiri yang memainkan peranan
tidak kalah penting. Upaya pene-
gakkan hukum pidana korupsi
mesti dilakukan secara tepat dalam
arti  penerapan setiap aturan
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